BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widhiastiti, Pascarani dan Wismayanti
(2016) berjudul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online
(Studi Kasus Program Inovasi Capil Online Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar)”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk
mengetahui implementasi program pencatatan akta kelahiran berbasis online di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Analisis data dilakukan
dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inovasi
capil online pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak
berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan hanya indikator disposisi yang
menunjukkan hasil cukup baik, sedangkan indikator komunikasi, sumber daya dan
struktur birokrasi masih belum efektif. Selain itu, program ini masih terkesan
sekedar wacana dan tidak dipertanggung jawaban secara menyeluruh oleh instansi
terkait sehingga masyarakat belum dapat merasakan manfaatnya. Persamaan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widhiastiti, Pascarani dan Wismayanti
(2016) dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama
membahas tentang program pencatatan akta kelahiran secara online oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada
fokus penelitian, di mana penelitian Widhiastiti, Pascarani dan Wismayanti (2016)
fokus pada implementasi program pencatatan akta kelahiran berbasis online dan
penelitian yang dilakukan peneliti sekarang fokus pada pembahasan tentang adanya
e-lampid (elektronik lahir, mati, pindah, datang) pada pelayanan pengurusan akta
kelahiran dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, perbedaan penelitian
tampak pada lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan penelitian sekarang
dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) berjudul “Penyelenggaraan
Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Samarinda”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui
penyelenggaraan pelayanan pembuatan akta kelahiran di kantor Dispendukcapil
Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pelayanan pembuatan akta kelahiran di kantor Dispendukcapil Kota Samarinda.
Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif model interaktif. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pembuatan akta kelahiran di kantor
Dispendukcapil Kota Samarinda sudah cukup baik. Faktor
pendukungpenyelenggaraan pelayanan pembuatan akta kelahiran di kantor
Dispendukcapil Kota Samarinda terdiri dari dasar hukum yang jelas dan sah,
kesiapan petugas pelaksana pelayanan serta sarana dan prasarana yang memadai,
sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya petugas pelayanan, kurangnya
kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran serta sarana dan prasarana
yang kurang lengkap. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas
tentang pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Sedangkan perbedaan penelitian tampak pada fokus penelitian, di mana
penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) membahas tentang pelayanan akta
kelahiran yang dilakukan secara manual, sedangkan penelitian yang dilakukan
peneliti sekarang fokus pada pelayanan akta kelahiran yang sudah dilakukan secara
sistem online melalui aplikasi e-lampid (elektronik lahir, mati, pindah, datang).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Makmur dan Wachid (2015)
berjudul “Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan kualitas
pelayanan akta kelahiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan
kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan faktor pendukung dan penghambat.
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Makmur dan Wachid (2015)
dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas
tentang pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Sedangkan perbedaan penelitian tampak pada tujuan penelitian. Penelitian
yang dilakukan oleh Puspitasari, Makmur dan Wachid (2015) bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan kualitas pelayanan akta
kelahiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas
pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sidoarjo. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah untuk
mengetahui dan mendeskripsikan penerapan e-lampid (elektronik lahir, mati, pindah,
datang) pada pelayanan pengurusan akta kelahiran sehingga dapat meningkatkan
kepuasan masyarakat.



Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yadisar (2017) berjudul “Pelaksanaan
Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran”. Tujuan dilakukan penelitian
tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta
kelahiran. Analisis data dilakukan dengan analisis taksonomis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tata cara pelayanan pembuatan akta kelahiran Di Dinas
Kependudukan Dan Pencilatan Sipil Kabupaten Sintang dari aspek kualitas
pelayanan, memberikan kemudahan dalam pelayanan Akta Kelahiran serta dari
aspek pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran dengan prosedur secara manual
maupun secara online dengan persayaratan yang mudah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Di dalam merumuskan kebijakan pelayanan
pembuatan akta kelahiran, maka konstruksi perumusan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan pembuatan akta kelahiran harus lebih memenuhi harapan masyarakat.
yang memungkinkan terealisasinya Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran,
dalam kerangka penyelenggaraan kebijakan pelayanan kepada masyarakat, yang
lebih responsif dan partisipatif dan yang secara khusus lebih bersesuai dengan
kondisi yang berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Sintang. Persamaan
penelitian yang dilakukan oleh Yadisar (2017) dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang pelayanan akta
kelahiran. Sedangkan perbedaan penelitian tampak pada fokus penelitian. Penelitian
yang dilakukan oleh Yadisar (2017) fokus pada pelaksanaan prosedur pelayanan
pembuatan akta kelahiran yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pada
penelitian yang dilakukan peneliti sekarang fokus pada pelaksanaan prosedur
pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya yang sudah dilakukan secara online melalui aplikasi e-lampid
(elektronik lahir, mati, pindah, datang). Selain itu, perbedaan penelitian tampak pada
teknik analisis data yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Yadisar (2017)
menggunakan analisis taksonomis dan penelitian yang dilakukan sekarang
menggunakan analisis induktif dengan prosedur fenomenologis sesuai dengan teori
dari Creswell.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Henriawansah, Mustari dan Rahim
(2016) berjudul “Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Akta Kelahiran di Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone”. Tujuan dilakukan
penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perilaku birokrasi dalam pelayanan akta
kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatf. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perilaku birokrasi dalam pelayanan akta kelahiran belum mengacu pada
Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan



Pelayanan Publik, yang harus memiliki perilaku adil, profesional, menggunakan
fasilitas pelayanan dengan baik, menggunakan jabatan atau kewenangan dengan
tepat, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Persamaan penelitian
yang dilakukan Henriawansah, Mustari dan Rahim (2016) dengan penelitian yang
dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang pelayanan akta
kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan perbedaan
penelitian dapat dilihat dari fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh
Henriawansah, Mustari dan Rahim (2016) fokus pada perilaku birokrasi di dalam
pelayanan akta dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berfokus pada
penerapan e-lampid (elektronik lahir, mati, pindah, datang) pada pelayanan
pengurusan akta kelahiran sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ajayi, Chiemeke dan Longe (2016)
berjudul “Implementing a Mobile-Based Child-Birth Registration System di
Nigeria”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui
implementasi dari sistem registrasi kelahiran anak berbasis mobile di Nigeria.
Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemrograman aplikasi berbasis mobile pada sistem registrasi kelahiran anak
dicapai menggunakan MySQL sebagai database backend. Persamaan penelitian
Ajayi, Chiemeke dan Longe (2016) dengan penelitian yang dilakukan peneliti
sekarang adalah sama-sama membahas tentang pelayanan akta kelahiran yang
dilakukan secara online. Sedangkan perbedaan penelitian Ajayi, Chiemeke dan
Longe (2016) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seakarang adalah pada
fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ajayi, Chiemeke dan Longe
(2016) fokus pada implementasi dari sistem pelayanan akta kelahiran secara mobile
di Nigeria dan pelayanan yang dilakukan peneliti sekarang fokus pada pelayanan
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melalui
aplikasi e-lampid (elektronik lahir, mati, pindah, datang).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Ashwagmushabab dan
Ohoodsaed (2015) berjudul “Design and Implementation of Newborn Registration
System”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui desain dan
implementasi dari pendaftaran akta bayi melalui aplikasi berbasis online. Analisis
data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semua langkah dan proses pendaftaran akta bayi dilakukan secara online dan semua
orang tua bayi dapat mengetahui apakah bayi yang dimiliki sudah terdaftar atau
belum. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Ashwagmushabab dan
Ohoodsaed (2015) dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah sama-
sama membahas tentang pelayanan akta kelahiran yang dilakukan secara online.
Sedangkan perbedaan penelitian tampak pada fokus penelitian. Penelitian yang
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dilakukan oleh Abdullah Ashwagmushabab dan Ohoodsaed (2015) fokus pada
desain dan implementasi akta kelahiran melalui aplikasi secara online; dan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang fokus pada penerapan e-lampid
(elektronik lahir, mati, pindah, datang) pada pelayanan pengurusan akta kelahiran

sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Pokok Masalah Metode Hasil Penelitian
(tahun) Penelitian
1 | Widhiastiti, | Implementasi Bagaimana Deskriptif | Program  inovasi
Pascarani Program implementasi kualitatif capil online pada
dan Pencatatan Akta | program Dinas
Wismayant | Kelahiran pencatatan akta kependudukan dan
i (2016) Berbasis Online | kelahiran Pencatatan Sipil
(Studi Kasus | berbasis online Kota Denpasar
Program Inovasi | di Dinas tidak berjalan
Capil Online | Kependudukan dengan baik dan
Pada Dinas | dan Pencatatan efektif dikarenakan
Kependudukan | Sipil Kota hanya indikator
dan Pencatatan | Denpasar? disposisi yang
Sipil Kota menunjukkan hasil
Denpasar) cukup baik,
sedangkan
indikator
komunikasi,
sumber daya dan
struktur  birokrasi
masih belum
efektif. Selain itu,
program ini masih
terkesan  sekedar
wacana dan tidak
dipertanggung
jawaban secara
menyeluruh  oleh
instansi terkait
sehingga
masyarakat belum
dapat  merasakan
manfaatnya
2 | Sari (2016) | Penyelenggaraa | a. Bagaimana Deskriptif | Penyelenggaraan
n Pelayanan penyelengga | kualitatif pelayanan
Pembuatan Akta raan model pembuatan akta
Kelahiran di pelayanan interaktif kelahiran di kantor
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No Nama Judul Pokok Masalah Metode Hasil Penelitian
(tahun) Penelitian
Dinas pembuatan Dispendukcapil
Kependudukan akta Kota  Samarinda
dan Pencatatan kelahiran di sudah cukup baik.
Sipil Kota kantor Faktor
Samarinda Dispendukca pendukungpenyele
pil Kota nggaraan pelayanan
Samarinda? pembuatan akta
. Apa saja kelahiran di kantor
faktor Dispendukcapil
pendukung Kota  Samarinda
dan terdiri dari dasar
penghambat hukum yang jelas
dalam dan sah, kesiapan
pelayanan petugas pelaksana
pembuatan pelayanan serta
akta sarana dan
kelahiran di prasarana yang
kantor memadai,
Dispendukca sedangkan  faktor
pil Kota penghambat terdiri
Samarinda? dari kurangnya
petugas pelayanan,
kurangnya
kesadaran
masyarakat  untuk
membuat akta
kelahiran serta
sarana dan
prasarana yang
kurang lengkap
3 | Puspitasari, | Upaya . Bagaimana Deskriptif | Sudah terdapat
Makmur Peningkatan upaya kualitatif upaya yang
dan Wachid | Pelayanan Akta peningkatan dilakukan  dalam
(2015) Kelahiran di kualitas meningkatkan
Dinas pelayanan kualitas pelayanan
Kependudukan akta akta kelahiran di
dan Pencatatan kelahiran di Dinas
Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan
Sidoarjo Kependuduk Pencatatan Sipil
an dan Kabupaten Sidoarjo
Pencatatan dengan faktor
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No

Nama
(tahun)

Judul

Pokok Masalah

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Sipil
Kabupaten
Sidoarjo?

b. Apa saja
faktor-faktor
yang
mempengaru
hi dalam
peningkatan
kualitas
pelayanan
akta
kelahiran di
Dinas
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Sidoarjo?

pendukung dan
penghambat

Yadisar
(2017)

Pelaksanaan
Prosedur
Pelayanan

Pembuatan Akta

Kelahiran

Bagaimana
pelaksanaan
prosedur
pelayanan
pembuatan akta
kelahiran?

Analisis
taksonomis

Tata cara pelayanan
pembuatan akta
kelahiran Di Dinas
Kependudukan Dan
Pencilatan Sipil
Kabupaten Sintang
dari aspek kualitas

pelayanan,

memberikan

kemudahan dalam
pelayanan Akta
Kelahiran serta dari
aspek  pelayanan
pencatatan

pelaporan kelahiran
dengan  prosedur
secara manual
maupun secara
online dengan

persayaratan yang
mudah sesuai
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No Nama Judul Pokok Masalah Metode Hasil Penelitian
(tahun) Penelitian

dengan  Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 9
Tahun 2016 tentang
Percepatan
Peningkatan
Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran

5 | Henriawans | Perilaku Bagaimana Deskriptif | Perilaku  birokrasi
ah, Mustari | Birokrasi dalam | perilaku kualitatif dalam  pelayanan
dan Rahim | Pelayanan Akta | birokrasi dalam akta kelahiran
(2016) Kelahiran di | pelayanan akta belum mengacu

Kantor  Dinas | kelahiran di pada Undang-
Kependudukan | Kantor  Dinas Undang Pelayanan
dan Pencatatan | Kependudukan Publik Nomor 25
Sipil Kabupaten | dan Pencatatan Tahun 2009 tentang
Bone Sipil Kabupaten Penyelenggaraan
Bone? Pelayanan Publik,
yang harus
memiliki  perilaku
adil,  profesional,
menggunakan
fasilitas pelayanan
dengan baik,
menggunakan
jabatan atau
kewenangan
dengan tepat, sesuai
dengan Standar
Operasional
Prosedur (SOP)

6 | Ajayi, Implementing a | Bagaimana Deskriptif | Pemrograman
Chiemeke Mobile-Based implementasi kualitatif aplikasi  berbasis
dan Longe | Child-Birth dari sistem mobile pada sistem
(2016) Registration registrasi registrasi kelahiran

System di | kelahiran anak anak dicapai
Nigeria berbasis mobile menggunakan

di Nigeria? MySQL  sebagai

database backend

7 | Abdullah Design and | Bagaimana Deskriptif | Semua langkah dan
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No Nama Judul Pokok Masalah Metode Hasil Penelitian
(tahun) Penelitian
Ashwagmu | Implementation | desain dan | kualitatif proses pendaftaran
shabab dan | of Newborn | implementasi akta bayi dilakukan
Ohoodsaed | Registration dari pendaftaran secara online dan
(2015) System akta bayi semua orang tua

melalui aplikasi
berbasis online?

bayi dapat
mengetahui apakah
bayi yang dimiliki
sudah terdaftar atau
belum

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori
2.2.1 E-Government

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh badan-
badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan
dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang
lain. Resta (2013) menyebutkan bahwa “terdapat empat pengkasifikasian dalam
konsep e-Government”, antara lain:

1. Government to Citzens (G to C)

Merupakan tipe aplikasi e-Government yang dianggap paling umum, di
mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat.

. Government to Business (G to B)

Pada tipe ini, pemerintah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang
kondusif agar roda perekonomian sebuah Negara dapat berjalan
sebagaimana mestinya.

. Government to Government (G to G)

Pada tipe ini, pemerintah akan melakukan interaksi dengan pemerintah
lain dengan tidak hanya fokus pada hal-hal yang mengandung unsur
diploma semata melainkan untuk memperlancar kerjasama antar negara
dan kerjasama antar entiti-entiti negara yaitu masyarakat, industri,
perusahaan dan lain-lain dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan
administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan
sosial budaya dan lain sebagainya.

. Government to Employees (G to E)

Pada tipe ini, aplikasi e-Government diperuntukkan untuk meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan pada pegawai negeri yang bekerja pada
sejumlah institusi pemerintah sebagai pelayanan kepada masyarakat.



15

E-Government diterapkan dengan tujuan agar hubungan pemerintah baik
dengan masyarakat atau pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif
dan ekonomis. Selain itu tujuan diterapkannya konsep e-Government adalah

untuk

mencapai suatu pemerintahan yang baik. Andiranto (2007:46)

menunjukkan bahwa “adanya e-Government nyatanya telah memberikan
beragam manfaat, yaitu:

1.

Memberikan kualitas pelayanan kepada stakeholder yaitu masyarakat,
kalangan pengusaha dan industri, terutama dalam hal kinerja efektivitas
dan efisiensi pada berbagai kehidupan negara.

Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan
kepemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate
Governance.

Mengurangi secara signifikansi tentang total biaya administrasi, relasi
dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan stakeholder untuk
keperluan aktivitas sehari-hari.

. Memberikan peluang pemerintah untuk mendaoatkan sumber-sumber

pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab
berbagai macam permasalahan yang dihadapi secara cepat dan sejalan
dengan adanya perubahan serta tren yang ada.

Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik
secara merata dan demokratis.”

Indrajit (2011:66) menyebutkan bahwa “terdapat beberapa elemen sukses
dalam manajemen proyek e-government, antara lain:

1.

Political Environment

Political environment merupakan suatu susana yang menunjukkan politik
proyek yang bersangkutan atau dilaksanakan. Pada prakitknya, terdapat
dua tipe proyek. Pertama, Top Down Projects (TDP) yaitu hal yang
berkaitan dengan eksistensi sebuah proyek yang ditentukan oleh adanya
inisiatif dari lingkungan eksekutif sebagai otoritas tertinggi pemerintahan
atau disponsori oleh kalangan legislatif sebagai pemberi mandat. Kedua,
Bottom Up Projects (BUP) yaitu hal dilaksanakan karena adanya ide atau
inisiatif dari kepala unit atau karyawan yang berada si salah satu lembaga
pemerintahan atau departemen.

. Leadership

Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor yang memiliki peran
sangat penting dalam mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan
implementasi  kebijakan atau implementasi  program.  Faktor
kepemimpinan melekat pada pihak yang memiliki tugas sebagai
pemimpin dari penyelenggaraan proyek atau para manager proyek.
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Manager proyek memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah
proyek dari awal sampai akhir sesuai dengan siklus proyek yang
dijalankan.

. Planning

Planning atau perencanaan merupakan tahapan awal sebelum sebuah
implementasi  kebijakan atau implementasi proyek dilakukan.
Perencanaan dilakukan dengan tujuan untuk memproyeksikan hasil yang
ingin dicapai dan untuk mengetahui tentang sejauh mana pentingnya
sebuah perencanaan sebelum dilakukan implementasi kebijakan atau
implementasi proyek. Perencanaan dianggap sebagai tahapan pentng
karena perencanaan merupakan tahapan awal di mana gambaran
menyeluruh dan detail dari rencana inisiatif e-government akan
diproyeksikan. Perencanaan yang baik akan memiliki secara keseluruhan
karena apa yang dilaksanakan pada siklus berikutnya sebenarnya adalah
pengaplikasian dari rencana besar yang telah disepakati.

. Stakeholders

Stakeholders merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi
implementasi kebijakan atau implementasi proyek. Stakeholders juga
dianggap sebagai berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan
proyek e-government terkait. Pihak-pihak yang dianggap sebagai
stakeholders utama dalam proyek e-government antara lain: pemerintah
atau lembaga terkait selurunh manahemen dan karyawannya, sektor
swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan lain
sebagainya.

. Transparancy/visibility

Penerapan e-government diharapkan dapat mewujudkan adanya
transparansi dalam setiap proses yang dilakukan. Transparansi sebuah
proyek e-government memiliki kaitan erat dengan Kkeberadaan
stakeholders karena harus terus tersedia seluruh data dan informasi
terkait dengan keseluruhan dan status proyek yang sedang berlangsung
agar dapat secara bebas diakses stakeholders yang beragam. Adanya
akses informasi yaitu terkait dengan status proyek, alokasi sumber daya,
evaluasi terhadap proyek dan hal lain yang bersangkutan memiliki tujuan
untuk menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para
penyelenggara proyek maupun stakeholders sebagai pihak yang
melakukan monitoring. Adanya kemungkinan dengan keterlibatan pihak-
pihak yang berkepentingan mengakses data dan informasi terkait dengan
proyek yang sedang berlangsung secara tidak langsung merupakan sarana
pemasaran yang dinilai cukup efektif karena terlihat keseriusan
pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya
melalui implementasi beragam proyek e-government.
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6. Budgets
Budgets merupakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan
kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari luar negeri yang sangat
bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah
terhadap status proyek terkait. Kekuatan sumber daya berupa budgets
yang dianggarkan pada sebuah proyek e-government merupakan salah
satu elemen strategis dan sangat menentukan terkait dengan berhasil atau
tidaknya pada pelaksanaan sebuah proyek.

7. Technology
Technology yang digunakan dalam proyek e-government sangat lebar,
dari teknologi yang paling sederhana dan murah sampai dengan teknologi
yang paling canggih. Keberadaan sumber daya manusia juga dianggap
sebagai hal yang mempengaruhi perkembangan teknologi yang
digunakan, di mana semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka
semakin canggih pula teknologi yang dikembangkan. Pemilihan
teknologi yang digunakan dalam implementasi proyek e-government
sangat tergantung pada anggaran yang disediakan. Semakin besar nilai
anggaran yang ada, maka semakin canggih teknologi yang dapat dipilih
dan digunakan sehingga hal tersebut akan meningkatkan probabilitas
berhasilnya suatu proyek dan mencapai manfaat yang ditargetkan. Pada
sisi lain, teknologi memiliki peran penting terhadap kualitas layanan
publik, di mana semakin canggih teknologi yang digunakan maka
masyarakat juga akan semakin mudah dalam mengakses bentuk-bentuk
layanan publik secara online.

8. Innovation
Innovation dalam hal ini merujuk pada kemampuan sumber daya manusia
untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Inovasi dalam e-government
memiliki sifat yang tidak terbatas pada kemampuan untuk menciptakan
produk-produk baru tertentu, tetapi yang terlibat dalam proyek harus
memiliki tingkat kreativitas yang cukup terutama dalam melakukan
pengelolaan terhadap proyek e-government yang ada sehingga berbagai
hambatan yang sering ditemui dalam sebuah proyek dengan mudah dapat
dihilangkan.”

Indrajit (2011:29) juga menyebutkan bahwa “jenis-jenis proyek e-

government dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Publish
Publish atau publikasi adalah jenis pelayanan dengan komunikasi satu
arah. Pada jenis ini, terjadi komunikasi satu arah di mana pemerintah
mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimiliki untuk dapat
secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain
yang memiliki kepentingan melalui internet.
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2. Interact
Interact atau interaksi merupakan jenis pelayanan pada tingkat interaksi
memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah
dengan pihak lain. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk
melakukan interaksi ini. Pertama, bentuk portal di mana situs terkait
memberikan fasilitas searciging bagi mereka yang ingin mencari data
atau informasi secara spesifik. Kedua, pemerintah mentediakan kenal di
mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertetu yang
memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Transact
Transact atau transaksi adalah jenis pelayanan yang memungkinkan
terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak laun.
Transaksi dalam hal ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas
interact, namun hanya terjadi pada sebuah transaksi yang berhubungan
dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini
bersifat tidak gratis, dan masyarakat harus membayar jasa pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya.

2.2.2 Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menunjukkan
bahwa “pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan,
pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan
oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya, Kepmen
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menunjukkan bahwa
“pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Febliany, Fitriyah, & Paselle (2014) menyebutkan bahwa “pelayanan publik
merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah
manusia yang memiliki setiap kegiaatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat
pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang
dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.
Pengguna atau pelanggan yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan
pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Negara dan perusahaan milik
negara kepada masyarakat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam
rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik dianggap sebagai
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,
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dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan dengan mendahulukan
kepentingan umum, mempermudah dan mempercepat berbagai urusan masyarakat
sehingga pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
Pelayanan publik dianggap ideal apabila pelayanan publik tersebut dicirikan oleh
adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan. Nuriyanto (2014)
menyebutkan bahwa “ciri-ciri pelayanan publik yang ideal terdiri dari:

1. Efektif; yaitu lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi

tujuan dan sasaran.

2. Sederhana; mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan:

a. Diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan.

b. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya
kejelasan dan kepastian mengenai:

1) Prosedur atau tata cara pelayanan

2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administratif

3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan

4) Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya

5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keterbukaan; mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara
persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggungjawab pemberi
pelayanan, waktu peneyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal
lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara
terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik
diminta maupun tidak diminta.

d. Efisiensi, mengandung arti:

1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
layanan yang berkaitan.

2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan
adanya kelengkapan persyaratan dari satuan Kkerja atau instansi
pemerintahan lain yang terkait.

3) Ketepatan waktu, di mana kriteria ini mengandung arti bahwa
pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan.
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4) Resposif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi
apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
dilayani.

5) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa
mengalami tumbuh kembang”.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003,
menunjukkan bahwa “agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
pengguna jasa, penyelenggara pelayanna harus memenuhi asas-asas pelayanan yang
berdasarkan pada:

1.

Transparansi; yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

. Akuntabilitas; yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kondisional; yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

. Partisipatif; yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.

. Kesamaan hak; vyaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

. Keseimbangan hak dan kewajiban; yaitu pemberi dan penerima pelayanan

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.”

2.2.3 Kepuasan Masyarakat

Asep et.al., (2012) mendefinisikan bahwa:

“Kepuasan adalah keseluruhan sikap masyarakat setelah mendapatkan dan
menggunakan suatu barang dan jasa. Dalam hal ini institusi publik harus
mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat agar dapat memberikan
jasa yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat
sehingga akan tercapai kepuasan yang lebih jauh lagi dapat menciptakan
kesetiaan masyarakat. Kepuasan masyarakat juga diartikan sebagai respon
berupa perasaan puas yang timbul karena pengalaman yang telah didapat
sebelumnya. Kepuasan masyarakat dijadikan sebagai parameter penting
sehingga dapat meningkatkan serta menciptakan kualitas pelayanan publik
yang prima”.

Normasari, et al., (2013) mengartikan “kepuasan masyarakat merupakan

suatu perbandingan antara layanan atau hasil yang diterima dengan harapan
masyarakat, layanan atau hasil yang diterima itu paling tidak harus sama dengan
harapan, atau bahkan melebihinya”. Rahman, et al. (2012), mengemukakan bahwa
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“kepuasan masyarakat adalah sebuah pengalaman yang dirasakan masyarakat ketika
merasakan sebuah pelayanan jasa pada sebuah institusi publik, sehingga dari
pengalaman yang dirasakan tersebut masyarakat yang puas”.

Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah menunjukkan bahwa “diidentifikasi indikator
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan
tanggungjawabnya).

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, vyaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tanggungjawab petugas pelayanan, vyaitu kejelasan wewenang dan
tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
petugas yang dimiliki petugas dalam memberikan / menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penye-lenggara pelayanan.

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
saling menghargai dan menghormati.

10.Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayananan.

11.Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang ditetapkan.

12.Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

13.Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan.

14.Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.”
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2.2.4 E-Lampid

E-lampid merupakan kependekan dari Elektronik Kelahiran, Kematian,
Pindah, Datang adalah sistem informasi kependudukan terintegrasi yang dibangun
dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Adanya E-Lampid membuat
warga Kota Surabaya dengan mudah dalam kepengurusan surat kependudukan, di
mana di dalam pengurusannya tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya melainkan mengurus secara online dan
pemverifikasiannya hanya dilakukan di kelurahan tempat tinggal. Saat ini, E-lampid
hanya melayani pembuatan akta kelahiran dan akta kematian untuk pengembangan
ke depan E-Lampid akan melayani administrasi datang dan pindah.

E-lampid merupakan inovasi dari Dinas kependudukan dan cacatan sipil
terkait kepengurusan surat lahir, mati, pindah, dan datang melalui media elektronik
atau online yang di implementasikan sejak tahun 2015 sehingga diharapkan warga
Surabaya tidak akan susah-susah untuk membuat atau mengurus surat
kependudukan, dengan adanya e-lampid warga Kota Surabaya dengan mudah untuk
mengurus surat kependudukan hanya dengan melalui handphone pribadi mereka
sendiri bisa untuk mengurus surat kependudukan. Tujuan dari dibuatnya policy brief
ini adalah untuk mengetahui inovasi e-lampid itu sendiri, seberapa besar pengaruh e-
lampid yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Melalui aplikasi e-lampid, pemohon tak perlu datang ke loket pelayanan di
dinas sehingga akan mengurangi volume antrian. Warga cukup mengurus melalui
kios layanan publik di kantor kelurahan. Bentuknya mirip mesin ATM dengan
dilengkapi layar touchscreen, keyboard, scanner dan printer untuk mempercepat
proses pelayanan. Warga juga bisa mengurus di rumah lewat smartphone/tablet atau
ke warnet. Syarat pengurusan akta kelahiran untuk anak belum berusia 17 tahun,
pemohonnya adalah kepala keluarga. Bila yang bersangkutan telah berusia 17 tahun
atau pernah menikah dan belum punya akta kelahiran, bisa mengurus sendiri dengan
syarat penduduk Surabaya.

Untuk tata cara pelayanan akta kelahiran online, pemohon bisa masuk ke
portal http://dinas kependudukan dan cacatan sipil.surabaya.go.id. Tinjau konten
"Website Terkait" lalu klik item "Pendaftaran Online Akta Pencatatan Sipil" di
bawahnya. Selanjutnya tinggal pilih, item kelahiran bergambar bayi atau akta
kematian berlogo bendera putih. Pemohon lalu mengisi formulir pendaftaran dengan
memasukkan NIK. Bila NIK pemohon belum terdaftar, sistem informasi akan
menginformasi penolakan. Bila sudah terdaftar, pemohon selanjutnya mengunggah
persyaratan penerbitan kutipan akta kelahiran. Bila telah diunggah, pemohon
mencetak tanda bukti permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran via elektronik
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lalu menyerahkannya ke petugas registrasi di kelurahan. Petugas registrasi lalu
memverifikasi data yang diunggah dengan dokumen fisik. Bila persyaratan tak
lengkap, petugas menginformasikan ke pemohon untuk melengkapinya. Bila
lengkap, petugas menyampaikan laporan ke lurah guna memperoleh pengantar
melalui sistem informasi.

Berdasar pengantar itu, petugas pada instansi pelaksana akan mem-verifikasi
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan melalui sistem informasi. Bila
belum lengkap dan belum benar, petugas menginformasikan ke pemohon untuk
memperbaiki/melengkapi persyaratan. Bila telah lengkap dan benar, petugas pada
instansi pelaksana melaporkan ke pejabat pencatatan sipil. Pejabat lalu melakukan
proses pencatatan dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang
kemudian disampaikan pada pemohon melalui kelurahan.

Berikut tampilan e-lampid:

Gambar 2.1 E-lampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

#f HOME Bantuan Login

APLIKASI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

. g

KELAHIRAN KEMATIAN PINDAH KELUAR
Kiik'tautan in Klik tautanin <lik tautan in

untuk pendaftaran akta kelahiran untuk pendaftaran akta kematian untuk pendaftaran pindah keluar

oo

Pada praktiknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila
ingin mengurus akta kelahiran Surabaya, antara lain:
Surat keterangan kelahiran
Fotocopy kartu keluarga dan KTP orangtua
Fotocopy akta nikah legalisir
Fotocopy KTP saksi dua orang
Pengantar dari RT/RW

ok~ wbdE
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Apabila terlambat (lebih dari 60 hari) maka akan dikenakan denda sebesar Rp
100.000,00,-.

Terkait dengan tahapan pembuatan akta kelahiran Surabaya, berikut
penjabaran terkait dengan tahapan pembuatan akta kelahiran Surabaya pada aplikasi
e-lampid:

1. Mengunjungi website http://lampid.surabaya.go.id/ kemudian Kklik tombol
“Daftar” dan memasukkan nomor Kartu keluarga (KK) serta klik “Cek No KK
(di sebelah kanan). Apabila nomor keluarga benar maka akan muncul nama
kepala keluarga, lalu klik “Simpan”.
Gambar 2.2 Pendaftaran Akta Kelahiran pada Aplkasi e-lampid
APLIKASI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

Dvnas Kependudukan dan Catatan Sipll Kota Surabaya
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% HOME wirabia own. blogsmot.o

Coama Kebsargs

”

2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ibu dan klik “Cek NIK”.
Apabila benar maka akan muncul nama ibu dan tanggal pernikahan kemudian
klik “Simpan dan Lanjutkan”


http://lampid.surabaya.go.id/
https://2.bp.blogspot.com/-Rv3f8TCPrAk/V7Uf4wrZv3I/AAAAAAAAABQ/emdgIGnbUwUh-8H57zOmCT3sA38Y1f0QACLcB/s1600/akta+kelahiran+surabaya+1+copy.png
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Gambar 2.3 Tahapan Memasukkan NIK Ibu dan Pengecekan Tanggal

Perkawinan
s

Data I

Mengisi data anak yang baru lahir dengan lengkap meliputi nama, jenis
kelamin, hari dan tanggal lahir, berat dan panjang bayi serta lain-lain sampai
selesai. Kemudian klik “Simpan”

Gambar 2.4 Pengisian Data Anak Baru Lahir

Data Bayl
Noms Lengs [
rers Kebarmir * Laki-Lak Perempua
Tempaes Ditabirkan Rumakh Sakit
Puskesmas
Poliklinek
* Rumah
Lainnya
Koa¥aupaten Keltahiran SURABAYA

Targzal Latwr Q7-201¢6

Input NIK ayah dan klik “Cek NIK”. Apabila benar maka akan mumcul nama
ayah lengkap. Kemudian klik “Simpan dan Lanjutkan”
Gambar 2.5 Pengecekan NIK Ayah

Dluks Ay
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Masukkan data pelapor dan dua orang saksi dengan proses sama seperri
langkah memasukkan data ayah di langkah nomor empat.
Gambar 2.6 Pengecekan NIK Pelapor dan Saksi

surabayatown . blogspot.col
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Masukkan data keluarga seperti nomor telepon dan alamar rumah Surabaya
karena akta kelahiran anak akan dikirimkan ke rumah sesuai dengan data yang
diisi melalui kantor pos Indonesia. Kemudian beri tanda centang pada kotak
“Setuju” dan klik “Simpan”. Maka pendaftaran akta kelahiran Surabaya online
berhasil.
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Gambar 2.7 Masukkan Data Keluarga
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Namun, pembuata akta kelahiran Surabaya online masih belum selesai karena
masih ada proses upload berkas syarat membuat akta secara lengkap. Untuk
memulai upload, silahkan klik tombol “Choose File” di sebelh kanan dan cari
letak file surat keterangan kelahiran kemudian klik “Open”. Maka beberapa
detik kemudian file telah dikirim. Untuk proses upload file berkas persyaratan
akta kelahiran yang lain posesnya sama dengan upload surat keterangan di atas.
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Gambar 2.8 Upload Berkas Persyaratan Akta Kelahiran

surabayatown.blogspot.co
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Gambar 2.9 Berkas Persyaratan Akta Kelahiran Berhasil di Upload

No Nama Berkas Status Preview Das: File
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Apabila proses upload berkas pembuatan akta kelaniran Surapbaya oniine sukses
maka akan muncul konformasi bahwa pendaftaran akta telah berhasil. Lembar
yang berisi Nomor dan Tanggal Pendaftaran tersebut kemudian dicetak atau
dicatat karena dapat digunakan untuk mencegek akta kelahiran secara online
sehingga dapat diketahui sejauh mana proses pembuatan akte yang telah dilalui.
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Gambar 2.10 Pengecekan Nomor dan Tanggal Pendaftaran Akta Kelahiran

No,
Pendaftaran

Tanggai 06 16

2.3.5 Hubungan E-Lampid dengan Kepuasan Masyarakat

Aplikasi e-lampid yang merupakan kependekan dari "kelahiran-kematian-
pindah-datang" adalah sistem informasi kependudukan terintegrasi yang dibangun
dan dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Aplikasi ini buah pikiran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas kependudukan dan cacatan sipil)
Kota Surabaya untuk mendukung penyelenggaraan good governance di lingkungan
Pemkot Surabaya. Dengan adanya e-lampid, warga Kota Surabaya dapat mengurus
surat kependudukan secara mudah, tanpa antrian panjang dan cepat selesai kerena
dalam pengurusannya warga tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Kebijakan e-lampid di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya didukung penuh oleh berbagai pihak yang berkepentingan, karena pada
dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam
pengurusan administrasi kependudukan terutama pengurusan akta kelahiran. Adanya
berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam aplikasi e-lampid, diharapkan dapat
memuaskan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

2.3 Kerangka Dasar Pemikiran
Berikut kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini:
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Gambar 2.11 Kerangka Dasar Pemikiran
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E-lampid pada pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
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Kepuasan masyarakat Kota Surabaya mengacu pada Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah

Sumber: Diolah, peneliti



